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Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan frekuensi pemindahan data pribadi antarnegara
sebagai bagian dari transaksi digital, layanan cloud, perdagangan elektronik, serta kerja sama internasional. Namun,
pengalihan data pribadi ke area hukum yang berbeda menimbulkan berbagai tantangan terkait perlindungan privasi,
keamanan data, dan kepastian hukum bagi individu yang datanya dipindahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
pengaturan perlindungan data pribadi dalam pemindahan data antarnegara dari sudut pandang hukum internasional dan
meninjau implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan
hukum. Sumber hukum yang digunakan meliputi instrumen hukum internasional, regulasi perlindungan data dari berbagai
negara, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dengan perlindungan data pribadi. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa sejumlah instrumen hukum internasional telah mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan data
pribadi dengan penekanan pada aspek legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan jaminan adanya tingkat perlindungan yang
memadai dalam pemindahan data antarnegara. Di Indonesia, regulasi mengenai pemindahan data pribadi ke luar negeri telah
diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, pelaksanaannya
masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum optimalnya mekanisme pengawasan, perlunya penyelarasan regulasi
di berbagai sektor, serta pentingnya penguatan kapasitas pengendali data dan pemroses data agar dapat memenuhi standar
perlindungan data internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi dalam pemindahan
data antarnegara membutuhkan penguatan regulasi turunan, kolaborasi internasional, dan peningkatan kepatuhan dari para
pelaku pengolahan data untuk menjamin perlindungan hak-hak individu secara maksimal di era digital.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi, Tramsfer Data Lintas Negara, Hukum Internasional, Privasi Data, Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendesak individu, korporasi, dan pemerintah untuk mengatur dan
memanfaatkan informasi pribadi dengan cara yang berbeda. Saat ini, kegiatan ekonomi digital sangat tergantung
pada pertukaran data yang cepat dan tidak terikat oleh batasan negara. Penggunaan layanan berbasis cloud, media
sosial, perdagangan online, dan layanan keuangan digital membuat data pribadi sering kali diproses dan disimpan
di berbagai negara secara bersamaan. Situasi ini menjadikan pemindahan data antarnegara sebagai salah satu aspek
penting dalam lingkungan ekonomi digital di tingkat global. Meskipun terdapat banyak keuntungan, pemindahan
data ternama juga menghadirkan berbagai risiko bagi keamanan dan privasi data pengguna.

Pemindahan data pribadi antarnegara menimbulkan tantangan legal karena setiap negara memiliki standar
perlindungan data yang berbeda. Ketika informasi pribadi pindah ke negara lain, perlindungan hukum yang
didapatkan oleh subjek data dapat berbeda mengikuti hukum yang berlaku di negara penerima. Variasi dalam
regulasi ini bisa menciptakan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan informasi, serta kesulitan dalam penegakan
hak-hak pemilik data. Oleh karena itu, berbagai badan internasional dan negara-negara berusaha menciptakan
mekanisme yang memastikan keseimbangan antara kelancaran aliran data global dan perlindungan hak privasi
individu.

Dalam pandangan hukum internasional, perlindungan data pribadi semakin dianggap sebagai bagian dari hak asasi
manusia yang berkaitan dengan hak atas privasi. Berbagai instrumen dan standar internasional telah merumuskan
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prinsip-prinsip perlindungan data, termasuk transparansi, akuntabilitas, pembatasan tujuan pemrosesan, serta
jaminan perlindungan yang cukup dalam pemindahan data antarnegara. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi
negara-negara untuk menyusun regulasi nasional yang bisa mengatasi tantangan dari globalisasi data. Kehadiran
standar internasional juga bertujuan untuk mendorong keselarasan kebijakan antara negara-negara demi
menciptakan kepercayaan dalam pertukaran data secara internasional. Sebagai salah satu negara dengan
pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara, Indonesia juga berhadapan dengan tantangan
perlindungan data pribadi dalam konteks pemindahan data antarnegara. Sebelum adanya regulasi khusus, aturan
terkait data pribadi tersebar dalam beberapa peraturan sektoral yang tidak memberikan kepastian hukum secara
menyeluruh. Situasi ini memunculkan kebutuhan akan kerangka hukum nasional yang mampu memberikan
perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi digital
di dalam negeri.

Usaha tersebut diwujudkan dengan dihasilkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi fondasi hukum utama yang mengatur hak-hak subjek data, kewajiban
pengendali dan pemroses data, mekanisme pengolahan data pribadi, serta ketentuan tentang pemindahan data
pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia. Dalam hal pemindahan data antarnegara, undang-undang ini menetapkan
bahwa perlindungan yang diberikan harus setara atau lebih baik di negara tujuan, atau harus ada jaminan
perlindungan yang memadai dan mengikat jika standar tersebut belum dipenuhi. Ketentuan ini mencerminkan
komitmen Indonesia untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan kemajuan standar perlindungan data di tingkat
global. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan tentang transfer data antar negara di Indonesia masih mengalami
banyak kendala, baik dari segi institusi, pengawasan, maupun keselarasan dengan praktik global. Perkembangan
teknologi yang pesat memerlukan adanya kepastian hukum dan sistem perlindungan yang efisien agar hak-hak
individu yang terlibat dalam data tetap dijaga. Berdasarkan hal ini, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk
menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam transfer data antar negara sesuai dengan
hukum internasional serta mengevaluasi pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Transfer Data Lintas Negara Berdasarkan
Perspektif Hukum Internasional?

2. Bagaimana Implementasi Ketentuan Transfer Data Pribadi Lintas Negara Dalam Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia?

3. Apa Saja Tantangan Dan Upaya Yang Diperlukan Untuk Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Yang
Efektif Dalam Transfer Data Lintas Negara Di Indonesia?

Meningkatnya pengalihan data pribadi antarnegara sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital memunculkan
sejumlah masalah hukum terkait perlindungan privasi, keamanan informasi, dan kepastian hukum.
Ketidaksesuaian standar perlindungan data di berbagai negara pun berisiko terhadap hak-hak individu pemilik
data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaturan transfer data pribadi antara
negara dalam konteks hukum internasional serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam sistem hukum Indonesia
untuk mengidentifikasi tantangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode yang meliputi pendekatan peraturan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach)
untuk mengeksplorasi perlindungan data pribadi dalam konteks pengalihan data antarnegara. Sumber hukum yang
digunakan terdiri dari sumber hukum utama yang mencakup peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum
internasional, serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan studi yang memiliki kaitan, ditambah sumber
hukum tersier yang merupakan kamus dan ensiklopedia hukum. Proses pengumpulan sumber hukum dilakukan
melalui penelitian pustaka (library research), sedangkan analisis dilaksanakan secara kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis untuk meneliti pengaturan hukum internasional tentang pengalihan data pribadi antarnegara
serta penerapannya di dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi.
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3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Transfer Data Lintas Negara Berdasarkan Perspektif
Hukum Internasional

Perkembangan teknologi informasi dan proses globalisasi telah membuat pemindahan data pribadi antar negara
menjadi elemen penting dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan modern. Saat ini, data pribadi dapat
diproses, disimpan, dan dikirim ke berbagai negara secara cepat melalui layanan cloud computing, platform digital,
serta sistem informasi global. Di satu sisi, pemindahan data antar negara mendorong perkembangan ekonomi
digital dan inovasi teknologi, namun di sisi lain juga menimbulkan ancaman terhadap privasi serta keamanan data
pribadi jika negara penerima tidak memiliki standar perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, hukum
internasional mulai mengembangkan berbagai instrumen dan prinsip untuk menjamin perlindungan data pribadi
dalam arus data global. Saat ini, perkembangan undang-undang mengenai perlindungan data di seluruh dunia
banyak dipengaruhi oleh keberadaan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dari Uni Eropa. GDPR tidak
hanya diterapkan pada organisasi yang berada di dalam batas teritorial Uni Eropa, tetapi juga berdampak kepada
perusahaan di luar wilayah tersebut yang menangani data milik warga Uni Eropa. Ketentuan ini menjadikan GDPR
sebagai salah satu norma internasional yang paling signifikan dalam pengaturan alih data antar negara. Banyak
negara kemudian menyesuaikan undang-undang domestiknya agar dapat dianggap setara dengan standar
perlindungan yang ada di Uni Eropa. Fenomena ini menunjukkan bahwa pentingnya harmonisasi perlindungan
data semakin mendesak dalam sistem hukum internasional. Pengaruh GDPR bahkan telah membentuk arah
perkembangan regulasi perlindungan data di berbagai belahan dunia.

Salah satu instrumen internasional yang penting dalam mengatur pemindahan data antar negara adalah Pedoman
OECD tentang Perlindungan Privasi dan Aliran Data Pribadi Lintas Batas. Pedoman ini menekankan bahwa
perlindungan privasi dan kelancaran arus data internasional harus berjalan seimbang. OECD memperkenalkan
prinsip-prinsip dasar seperti batasan pengumpulan data, kualitas data, spesifikasi tujuan, pembatasan penggunaan,
keamanan data, keterbukaan, partisipasi individu, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi
banyak ne gara dalam merumuskan regulasi perlindungan data pribadi dan pemindahan data antara negara. Dalam
konteks hukum Uni Eropa, terdapat mekanisme yang dikenal sebagai keputusan kesesuaian, yaitu evaluasi yang
dilakukan oleh Komisi Eropa terhadap tingkat perlindungan data di suatu negara. Jika suatu negara dinilai memiliki
standar perlindungan yang cukup baik, maka transfer data dari Uni Eropa ke negara tersebut bisa dilakukan tanpa
memerlukan syarat tambahan yang rumit. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga
kelancaran pertukaran data internasional. Keberadaan mekanisme ini menjadikannya sebagai salah satu model
yang banyak dirujuk oleh negara-negara lain dalam menyusun kebijakan transfer data antar negara. Pendekatan
ini menunjukkan bahwa perlindungan data semakin dianggap sebagai indikator yang penting dalam tata kelola
digital yang efektif. Selain itu, mekanisme ini memperkuat rasa saling percaya antar negara dalam pertukaran data
di tingkat global.

Perkembangan hukum internasional yang berkaitan dengan transfer data juga dipengaruhi oleh sejumlah putusan
pengadilan yang berdampak luas. Salah satu contoh signifikan adalah perkara Schrems Il yang diputuskan oleh
Pengadilan Eropa (CJEU) pada tahun 2020. Putusan tersebut membatalkan mekanisme EU-US Privacy Shield
karena dianggap tidak cukup memberikan perlindungan yang setara bagi data warga Uni Eropa. Akibatnya,
perusahaan-perusahaan multinasional perlu menilai kembali mekanisme transfer data yang mereka terapkan.
Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data tidak hanya bergantung pada regulasi yang tertulis, tetapi juga
pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai alat yang penting dalam perkembangan hukum
perlindungan data di tingkat internasional. Selain OECD, pengaturan perlindungan data pribadi dalam konteks
hukum internasional juga berkembang lewat Konvensi 108 yang disusun oleh Dewan Eropa. Konvensi ini
merupakan instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum dalam bidang perlindungan data pribadi.
Konvensi 108 mewajibkan negara-negara yang terlibat untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi
berlangsung secara adil, sah, dan transparan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu terkait
data pribadinya. Modernisasi melalui Convention 108+ semakin memperkuat prinsip-prinsip tersebut untuk
menghadapi tantangan teknologi digital dan pemindahan data lintas negara yang semakin kompleks.

Selain pendekatan yang berbasis pada negara, hukum internasional juga mengenal penggunaan Klausul Kontrak
Standar (SCCs) sebagai instrumen untuk melindungi alih data. SCCs adalah klausul kontraktual yang disusun
secara standar untuk memastikan bahwa pihak yang menerima data tetap mematuhi prinsip-prinsip perlindungan
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data yang berlaku. Instrumen ini banyak digunakan ketika transfer data dilakukan ke negara yang belum diakui
memiliki standar perlindungan yang memadai. Melalui mekanisme ini, hak-hak subjek data dapat tetap dijamin
melalui kewajiban kontraktual yang mengikat semua pihak. Penggunaan SCCs menunjukkan betapa pentingnya
pendekatan hukum privat dalam mendukung perlindungan data internasional. Maka dari itu, kontrak menjadi salah
satu alat yang krusial dalam pengelolaan data global.

Seiring dengan perkembangannya, hukum internasional juga mengadopsi konsep tingkat perlindungan yang
memadai sebagai syarat utama untuk pemindahan data pribadi ke negara lain. Konsep ini bertujuan untuk
memastikan bahwa data pribadi tetap mendapatkan perlindungan yang setara meskipun telah berpindah ke
yurisdiksi yang berbeda. Negara atau organisasi yang melakukan pemindahan data harus memastikan bahwa
negara penerima memiliki sistem perlindungan data yang adekuat atau menyediakan mekanisme perlindungan
hukum yang bisa menjamin hak-hak subjek data. Pendekatan ini kemudian menjadi model yang banyak diadopsi
dalam berbagai rezim perlindungan data di seluruh dunia.

Di seluruh dunia, terdapat perdebatan yang berkembang terkait dengan ide tentang lokalisasi data dan aliran data
bebas. Kebijakan lokalisasi data mewajibkan penyimpanan data tertentu di dalam batas negara asal, sedangkan
aliran data bebas mendorong kebebasan untuk memindahkan data antar negara guna mendukung ekonomi digital.
Kedua pendekatan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Lokalisasi data dipandang bisa
meningkatkan kedaulatan digital serta keamanan nasional, sementara aliran data bebas dianggap lebih mendukung
inovasi dan perdagangan global. Diskusi ini mengindikasikan bahwa perlindungan data tidak hanya terkait dengan
privasi pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik. Oleh karena itu, banyak negara
berusaha menemukan keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut.

Untuk memastikan pemindahan data yang aman, berbagai instrumen internasional juga menciptakan mekanisme
perlindungan tambahan, seperti perjanjian kontraktual standar, aturan korporasi yang mengikat, sertifikasi, serta
kolaborasi antar otoritas perlindungan data. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan jaminan hukum saat
pemindahan data dilakukan ke negara yang belum memiliki tingkat perlindungan yang setara. Dengan adanya
sistem ini, aktivitas bisnis internasional serta pertukaran data global dapat terus berlangsung tanpa mengabaikan
hak privasi individu sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Di wilayah Asia Tenggara, ASEAN telah merumuskan Kerangka Kerja Tata Kelola Data Digital ASEAN sebagai
langkah untuk meningkatkan kesesuaian regulasi perlindungan data di antara negara-negara anggotanya. Tujuan
dari kerangka ini adalah untuk memperkuat kepercayaan dalam transaksi digital sekaligus mendukung
perkembangan ekonomi digital di kawasan ini. Melalui pendekatan ini, negara-negara ASEAN diharapkan dapat
mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang sejalan tanpa mengesampingkan karakteristik hukum nasional
masing-masing. Keberadaan kerangka regional ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional merupakan faktor
penting dalam menghadapi tantangan transfer data antar negara. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi digital
di kawasan ini, penyelarasan regulasi diperkirakan akan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di masa yang
akan datang.

Berdasarkan sudut pandang hukum internasional, regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam pemindahan
data antar negara pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kelancaran arus data secara
global dan perlindungan hak privasi individu. Berbagai instrumen internasional mencerminkan kecenderungan
untuk menyelaraskan standar perlindungan data melalui penerapan prinsip-prinsip universal seperti kepatuhan
hukum, keterbukaan, tanggung jawab, keamanan data, serta perlindungan yang memadai di negara penerima. Oleh
karena itu, pemindahan data antar negara tidak hanya dilihat sebagai masalah ekonomi dan teknologi, melainkan
juga sebagai aspek penting dari perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Implementasi Ketentuan Transfer Data Pribadi Lintas Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah langkah
signifikan bagi Indonesia dalam menciptakan sistem perlindungan data yang lebih menyeluruh. Sebelum UU PDP
diratifikasi, pengaturan mengenai data pribadi tersebar di berbagai regulasi di sektor-sektor tertentu, yang
menyebabkan ketidakpastian hukum dan fragmentasi norma. Dengan adanya UU PDP, pemerintah memberikan
dasar hukum yang lebih terperinci terkait hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta cara
transfer data pribadi, termasuk yang dilakukan ke luar wilayah hukum Indonesia.
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Penerapan ketentuan mengenai transfer data antarnegara dalam UU PDP harus dipahami sejalan dengan regulasi
digital lainnya, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menetapkan berbagai kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik
terkait pengelolaan data dan keamanan informasi. Keterkaitan antara kedua regulasi ini menegaskan bahwa
perlindungan data pribadi harus terintegrasi dengan tata kelola sistem elektronik secara keseluruhan. Dengan
demikian, keberhasilan dalam transfer data antarnegara tidak hanya bergantung pada UU PDP, tetapi juga harus
sinkron dengan regulasi digital lainnya. Harmonisasi hukum sangat penting untuk mencegah tumpang tindih
norma. Selain itu, perlu adanya koordinasi antar lembaga untuk menjamin kepatuhan dari pelaku usaha digital.

Regulasi mengenai transfer data pribadi antarnegara secara khusus diatur dalam Bab VII UU PDP, khususnya
Pasal 56. Ketentuan ini mengizinkan pengendali data pribadi untuk melakukan transfer kepada pengendali atau
prosesor data di luar batas hukum Indonesia. Namun, transfer tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan karena
harus memenuhi syarat tertentu yang bertujuan untuk memastikan hak-hak subjek data tetap terlindungi setelah
data berpindah ke negara lain.

Pelaksanaan Pasal 56 ayat (2) UU PDP menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip tingkat perlindungan
yang memadai, yang juga dikenal dalam berbagai sistem perlindungan data internasional. Aturan ini mewajibkan
pengendali data untuk memastikan bahwa negara penerima mempunyai tingkat perlindungan data pribadi yang
setara atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan dalam UU PDP. Dengan demikian, kesinambungan
perlindungan terhadap data pribadi tetap terjaga meskipun data tersebut telah keluar dari yurisdiksi Indonesia dan
mengikuti standar yang telah ditentukan oleh hukum nasional.

Apabila negara tujuan transfer tidak memenuhi tingkat perlindungan yang setara, Pasal 56 ayat (3) mewajibkan
pengendali data untuk memberikan perlindungan yang cukup dan bersifat mengikat. Ketentuan ini memberikan
keleluasaan bagi pelaku bisnis yang melakukan aktivitas global, sembari menjamin bahwa data pribadi tetap
mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Selain itu, jika perlindungan yang setara maupun yang memadai
tidak dapat diwujudkan, Pasal 56 ayat (4) meminta agar ada persetujuan dari subjek data pribadi sebelum transfer
dilakukan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa persetujuan subjek data merupakan bentuk perlindungan terakhir
dalam proses transfer data antarnegara.

Walaupun ada kerangka hukum untuk transfer data antarnegara, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah
kendala. Salah satu tantangan utama adalah regulasi pelaksana yang belummemadai dan tidak memberikan
panduan teknis mengenai penilaian kesetaraan tingkat perlindungan data di negara tujuan. Di samping itu,
koordinasi antara instansi dan mekanisme pengawasan terhadap transfer data antarnegara perlu diperkuat agar
pelaksanaan Pasal 56 bisa berjalan dengan efektif. Beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa aspek
kepastian hukum dalam penerapan transfer data antarnegara masih memerlukan pembahasan yang lebih terperinci
melalui peraturan yang lebih konkret.

Di sisi lain, pelaksanaan UU PDP mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan
standar perlindungan data internasional. Melalui penerapan prinsip perlindungan yang setara, perlindungan yang
memadai, dan persetujuan subjek data, Indonesia berusaha menciptakan keseimbangan antara kebutuhan arus data
global dan perlindungan privasi warga. Oleh karena itu, efektivitas pengimplementasian ketentuan transfer data
pribadi antarnegara ke depan sangat tergantung pada pembentukan regulasi yang jelas dan terperinci.

Di tingkat internasional, keberadaan Data Protection Officer (DPO) menjadi salah satu komponen krusial dalam
memastikan kepatuhan terhadap hukum perlindungan data. Walaupun UU PDP telah mengatur tentang penunjukan
pejabat yang bertanggung jawab atas perlindungan data dalam situasi tertentu, penerapannya masih memerlukan
penguatan lebih lanjut. DPO berperan dalam memantau kepatuhan dalam organisasi, memberikan rekomendasi
mengenai risiko terkait perlindungan data, serta bertindak sebagai penghubung dengan otoritas pengawas.
Kehadiran DPO dapat membantu organisasi dalam mengenali risiko sebelum proses transfer data dimulai. Selain
itu, DPO juga penting dalam menciptakan budaya perlindungan data yang berkelanjutan di dalam organisasi.
Dengan demikian, pengembangan kompetensi DPO adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan UU PDP.

Saat ini, transfer data antarnegara banyak dilakukan oleh perusahaan teknologi internasional seperti penyedia
layanan media sosial, komputasi awan, dan platform digital global. Aktivitas ini mengakibatkan data pengguna
dari Indonesia dapat diproses melalui server yang berada di banyak negara. Situasi ini menuntut perusahaan untuk
memastikan bahwa setiap proses pemindahan data sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP. Di samping itu,
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perusahaan juga wajib menjelaskan kepada pengguna mengenai lokasi pemrosesan data serta maksud
penggunaannya. Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat
terhadap layanan digital. Penerapan prinsip ini menjadi salah satu tantangan utama dalam ekosistem digital yang
bersifat internasional.

Penggunaan teknologi cloud computing menawarkan keuntungan seperti penghematan biaya dan fleksibilitas
operasional, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum terkait dengan transfer data internasional. Infrastruktur
cloud memungkinkan data berpindah secara otomatis ke berbagai server yang berada di berbagai negara. Dalam
keadaan demikian, pengendali data harus memastikan bahwa semua proses pemrosesan tetap mematuhi ketentuan
perlindungan data yang ada. Selain itu, organisasi perlu memahami di mana data disimpan dan mekanisme
keamanan yang diterapkan oleh penyedia layanan cloud. Ketidakjelasan mengenai lokasi penyimpanan data dapat
menimbulkan risiko hukum serta kesulitan dalam menegakkan hak subjek data. Oleh karena itu, manajemen risiko
cloud menjadi bagian penting dalam pelaksanaan UU PDP.

Prinsip akuntabilitas adalah salah satu dasar penting dalam pelaksanaan transfer data antarnegara. Prinsip ini
menuntut pengendali data untuk membuktikan bahwa semua proses pengolahan dan pemindahan data dilakukan
sesuai dengan hukum yang ada. Akuntabilitas tidak hanya terlihat dari kepatuhan administratif, tetapi juga melalui
dokumentasi kebijakan, penilaian risiko, dan penerapan langkah-langkah keamanan yang memadai. Dengan
prinsip ini, organisasi diharuskan untuk lebih aktif dalam mengelola risiko terkait perlindungan data. Pendekatan
ini mencerminkan pergeseran dari sekadar kepatuhan formal menuju pengelolaan data yang bertanggung jawab.
Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana UU PDP dilaksanakan dengan
efektif.

Salah satu langkah yang bisa memperkuat penerapan ketentuan transfer data lintas negara adalah melaksanakan
audit perlindungan data secara rutin. Audit memberi kesempatan bagi organisasi untuk menilai sejauh mana
kepatuhan terhadap kebijakan internal dan hukum yang berlaku. Dengan adanya audit, kelemahan yang mungkin
ada dalam proses transfer data dapat ditemukan sejak awal, sehingga risiko pelanggaran bisa dikurangi. Audit juga
berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam konteks transfer data
internasional, audit dapat membantu memastikan bahwa negara tujuan dan pihak yang menerima data masih
memenuhi standar perlindungan yang ditetapkan. Dengan demikian, audit menjadi alat yang penting dalam
memperkuat pengelolaan perlindungan data pribadi.

Tantangan Dan Upaya Yang Diperlukan Untuk Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Yang Efektif
Dalam Transfer Data Lintas Negara Di Indonesia

Meskipun Indonesia telah mempunyai dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai
Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam pengiriman data ke luar negeri masih
mengalami banyak kesulitan. Salah satu hambatan utama ialah belum adanya kepastian hukum yang memadai
mengenai cara pelaksanaan pengiriman data internasional. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut
masih membutuhkan regulasi tambahan yang lebih spesifik, terutama terkait dengan evaluasi tingkat perlindungan
negara tujuan, prosedur pengiriman data, serta mekanisme pengawasan bagi pengendali data yang melakukan
transfer tersebut. Situasi ini memungkinkan terjadinya variasi interpretasi dan ketidakjelasan dalam praktik
pelaksanaannya.

Salah satu masalah yang masih dihadapi dalam penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia adalah tidak
adanya lembaga perlindungan data yang sepenuhnya mandiri seperti yang ada di negara lain. Lembaga independen
memiliki fungsi krusial dalam mengawasi, menerima keluhan dari masyarakat, dan memberikan sanksi
administratif atas pelanggaran perlindungan data. Adanya lembaga seperti ini dapat membantu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan data nasional. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang
efektif, pelaksanaan aturan transfer data antarnegara mungkin akan mengalami tantangan dalam hal efektivitas.
Oleh karena itu, penguatan lembaga menjadi hal utama dalam pengembangan sistem perlindungan data di
Indonesia. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama perlindungan data di tingkat
internasional.

Hambatan selanjutnya berkaitan dengan aspek kelembagaan dan pengawasan. Keberhasilan dalam perlindungan
data pribadi sangat bergantung pada adanya lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan,
pemeriksaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Beberapa penelitian
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menunjukkan bahwa penguatan lembaga merupakan elemen kunci untuk memastikan pelaksanaan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi berjalan dengan baik. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, pengendali
data berisiko untuk tidak memenuhi kewajiban hukum yang ada, terutama saat melakukan pengiriman data ke
daerah hukum asing yang memiliki peraturan berbeda.

Tantangan lain yang muncul berkaitan dengan penegakan hukum di berbagai yurisdiksi. Ketika pelanggaran
melibatkan entitas dari negara lain, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit karena harus
mempertimbangkan perbedaan sistem hukum yang ada. Di beberapa situasi, negara tempat pelanggaran terjadi
mungkin memiliki standar perlindungan data yang berbeda dari yang ada di Indonesia. Keadaan ini dapat
menghambat proses penyelidikan dan penerapan keputusan hukum. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan
mekanisme bantuan hukum timbal balik sangat penting. Memperkuat alat kerjasama antarnegara akan membantu
meningkatkan efektivitas perlindungan data dalam konteks digital global.

Selain masalah hukum dan kelembagaan, tantangan juga timbul dari perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan, big data, dan blockchain membuat aliran data
internasional menjadi semakin rumit dan sulit untuk dikendalikan dengan regulasi tradisional. Data pribadi dapat
berpindah secara otomatis melalui server yang berlokasi di berbagai negara tanpa sepengetahuan subjek data.
Kondisi ini memerlukan sistem manajemen data yang fleksibel serta penerapan prinsip desain privasi dan
keamanan dalam setiap tahap pengolahan data pribadi.

Meningkatnya ancaman kejahatan siber juga menjadi masalah serius dalam transfer data antarnegara. Serangan
siber seperti peretasan, pencurian identitas, ransomware, dan kebocoran data bisa mengakibatkan kerugian besar
bagi individu dan organisasi. Kondisi menjadi lebih rumit ketika data berpindah melalui berbagai sistem dan
yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, perlindungan data harus terintegrasi dengan peningkatan keamanan siber
di tingkat nasional. Investasi dalam teknologi keamanan informasi menjadi sangat penting dalam menghadapi
perkembangan ancaman digital. Dengan sistem keamanan yang handal, risiko pelanggaran terhadap data pribadi
dapat diminimalkan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran beberapa pelaku bisnis mengenai
pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak organisasi masih melihat perlindungan data hanya sebagai sebuah
kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai akibatnya,
masih ada praktik pengelolaan data yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keamanan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Keadaan ini menjadi lebih berisiko ketika data
pribadi dikirim ke luar negeri, karena kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan data dapat melibatkan banyak
pihak dari berbagai yurisdiksi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, pemerintah perlu mempercepat penetapan dan penguatan regulasi
pelaksana yang secara khusus mengatur pengiriman data pribadi internasional. Regulasi tersebut harus
memberikan petunjuk yang jelas mengenai evaluasi tingkat perlindungan negara tujuan, standar kontrak yang patut
digunakan, mekanisme persetujuan dari subjek data, serta prosedur untuk pengawasan dan pelaporan. Di samping
itu, kerja sama internasional juga perlu diperkuat untuk menciptakan keselarasan dalam standar perlindungan data
dan mempermudah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan lebih dari satu negara.

Upaya untuk harmonisasi regulasi dengan negara-negara ASEAN juga harus terus ditingkatkan. Pertumbuhan
ekonomi digital di kawasan ini mengakibatkan transfer data antar negara anggota ASEAN semakin sering
berlangsung. Perbedaan standar perlindungan data dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha dan regulator.
Melalui harmonisasi regulasi, proses transfer data dapat dilakukan dengan lebih efisien tanpa menurunkan tingkat
perlindungan terhadap hak individu. Selain itu, harmonisasi juga dapat meningkatkan daya saing kawasan dalam
ekonomi digital global. Kerja sama regional menjadi salah satu strategi kunci dalam menghadapi tantangan
perlindungan data antar negara.

Pendekatan privasi sejak tahap desain perlu didorong sebagai bagian dari strategi perlindungan data yang
berkelanjutan. Konsep ini mewajibkan pengintegrasian aspek privasi sejak awal dalam perancangan sistem,
produk, dan layanan digital. Dengan cara ini, perlindungan data tidak hanya dilakukan setelah sistem beroperasi,
tetapi telah menjadi bagian integral dari proses pengembangan teknologi. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko
pelanggaran data dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Selain itu, privasi sejak tahap desain dianggap lebih
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efektif dibandingkan dengan pendekatan yang reaktif. Oleh karena itu, penerapan konsep ini harus menjadi
komponen dalam tata kelola data modern di Indonesia.

Selain penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman mengenai perlindungan
data juga merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Pengendali data, pemroses data, serta
masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan pengolahan data pribadi di lingkungan digital
global. Dengan adanya regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, teknologi yang aman, serta
peningkatan kesadaran di kalangan semua pihak terkait, perlindungan data pribadi dalam pengiriman data lintas
negara di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih baik sehingga mampu menjamin keamanan data serta
mendukung kemajuan ekonomi digital nasional.

Selain pengawasan dan regulasi, penerapan standar global seperti ISO/IEC 27701 bisa menjadi langkah strategis
dalam memperkuat perlindungan informasi pribadi. Standar ini menyediakan panduan bagi lembaga untuk
mengembangkan sistem manajemen informasi privasi yang terintegrasi dengan keamanan data. Penerapan standar
internasional dapat membantu lembaga menunjukkan dedikasinya terhadap perlindungan data serta meningkatkan
kepercayaan dari mitra internasional. Selain itu, sertifikasi berdasarkan standar global dapat memfasilitasi kerja
sama bisnis antarnegara. Dengan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan data, pemanfaatan standar
internasional diprediksi akan menjadi semakin penting. Oleh sebab itu, penerapan standar tersebut dapat menjadi
bagian dari upaya meningkatkan daya saing Indonesia di era ekonomi digital.

4. Kesimpulan

Perlindungan data pribadi dalam transfer data antarnegara menjadi isu hukum yang semakin relevan seiring dengan
kemajuan pesat teknologi digital dan meningkatnya jumlah pertukaran data di seluruh dunia. Dalam konteks
hukum internasional, beragam instrumen dan norma perlindungan data telah mengembangkan prinsip-prinsip
mendasar, seperti kepatuhan hukum, keterbukaan, pertanggungjawaban, keamanan data, dan jaminan tingkat
perlindungan yang cukup dalam mentransfer data antarnegara. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip ini
melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam hal transfer
data pribadi ke luar negeri yang mengharuskan adanya perlindungan setara atau memadai di negara tempat data
tersebut dikirimkan. Namun begitu, penerapan ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk
kurang optimalnya regulasi pelaksana, penguatan lembaga pengawas, perkembangan teknologi yang semakin
rumit, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari sebagian pelaku pengolahan data. Oleh karenanya, untuk
mencapai efektivitas perlindungan data pribadi dalam transfer data antarnegara, diperlukan kolaborasi antara
regulasi yang menyeluruh, pengawasan yang efisien, serta peningkatan kapasitas semua pihak terkait untuk
memastikan perlindungan hak-hak subjek data di era digital saat ini. Pemerintah sebaiknya segera menyusun dan
memperbaiki regulasi pelaksana yang memberikan pedoman teknis tentang mekanisme transfer data pribadi
antarnegara, mencakup standar evaluasi tingkat perlindungan di negara tujuan, prosedur pengawasan, serta cara
penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, penguatan lembaga pengawas
perlindungan data pribadi harus menjadi fokus utama agar pengawasan dan penegakan hukum dapat berlangsung
dengan baik. Di sisi lain, sektor usaha dan penyelenggara sistem elektronik perlu meningkatkan kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi melalui penerapan tata kelola data yang baik, peningkatan
sistem keamanan informasi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang perlindungan data.
Kerja sama internasional juga perlu diperluas untuk mendukung keselarasan standar perlindungan data dan
menyederhanakan penyelesaian sengketa yang melibatkan transfer data antarnegara. Dengan langkah-langkah
tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan dapat
mengatasi tantangan perkembangan ekonomi digital global.
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